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KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang a.

b

c

bahwa dalpm rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang

bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaterr Grobogan, perlu dilakukan

peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan

penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaterr Grobogan selageirnsn6 dimaksud dalam huruf a,

perlu diatur pengendalian terhadap gratifilmsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Unit

Pengendalian Gratifkasi yang ditetapkan dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupatel Grobogan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (Leinbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi s6lqgaitnana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OOl (lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 134, Tambahan

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4l5O);

Mengingat I

c
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidaaa Korupsi (Lembaran Negara

Repubtk Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42501;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan

Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (I-mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445O);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan kmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O21 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2l Nomor 202, Tambahan Iembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor lO8);

lO. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1O Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

52 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Linglungan Kementerian/kmbaga dan

Pemerintah Daerah;

1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lnternal

Pemerintah di Lingt<ungar Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik lndonesia Tahw 2Ol2 Nomor ll53);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol5

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1695);



Memperhatikan : 1

Menetapkan

KESATU

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemi'lihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengarr

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2I ten.tang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Konisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (B€rita Negara Republik lndonesia Tahun 2021

Nomor 786);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O

tentang Trrgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Selrretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 94SlPW.Ol/lL 12021

tanggal 13 Oktober 2O2l peribal Pembentukan Satuan Tugas

Unit Pengendalian Grati-fikasi di Lingkungar KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten /KotaTahur 2O2l;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan Nomor : I I PL.O l.l-BA / KPU.Kab/BA/X I 2O2l tarrggaJ

23 Oktober 2O2l terrtall^g Pembentukan dan Penetapan Satuan

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pernilihan Umum Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIT{AN UMUM KABUPATEN

GROBOGAN.

Membentuk dal Menetapkan Satuan T\rgas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan, sebagainana tercantum dalern Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tugas dan Wewenang Satuan Ttrgas Unit Pengendalian

Gratifkasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

c
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Grobogan sebagaimsl6 dirnaksud dalam diktum KESATU adalah

sebagai berikut :

l. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan

penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian

Gratjfikasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS dan

KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;

2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan

laporan pemberian Gratifi}asi kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU

dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, untuk
dilakukan arralisis dan penetapan status Gratifikasi oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi;

3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan

kebiiakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten

melalui Sekretaris KPU;

4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi

aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di

Linglungan KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;

5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi

Pemberaltasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan

6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas

status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi;

7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu

dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan

KPPS terkait pemantauan penerapan program

pengendalian Gratifi kasi ;

8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi

pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU

Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil
penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris

Jenderal KPU melalui Sekretariat KPU Provinsi Jawa

Tengah; dan

9. menjamin kerahasiaan laporan Gratifkasi yang

disampaikan oleh setiap J{aran KPU Kabupaten, PPK,

PPS dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

Satuan T\lgas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan 56!egeimqn4
rlimaftssd dalam diktum KESATU mempunyai fungsi untuk :

1ru

KETIGA



KEEMPAT

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARI,AT KOMISI PEMILIHAN UMUM

GROBOGAN
Hukum,

1 melaksanakan prog:arn dan kegiatan pencegahan

Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dalr

KPPS;

2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau

UPG KPU Kabupaten dalam hal pencegahan Gratifikasi di

Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;

3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan

Gratifikasi;

5. menyimpan, menginverrtarisasi, dan mendokumentasikan

subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan

penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang

yang mudah rusak atau busuk.

7. menyampaikan laporan penerimaan Grati-fikasi dari

Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG

KPU RI dengan tembusan kepada t PG KPU Provinsi Jawa

Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan

Gratifikasi;

8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran

Gratifkasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan

KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;

9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU RI

dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah

tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan

Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan

KPU Kabupaten, PPK, PPS, dart KPPS.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rrrwodadi
Pada tanggal 25 Oktober 2O21

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN
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salinan sesuai dengarr aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILI}TAN UMUM

GROBOGAN

t! Hukum,

I.AMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NoMOR 1o/HK.03. l-Kpt I 33 15 / KF,e I \ 2O2l
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALI,AN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAIIUPATEN GROBOGAN.

SUSUNAN SATUAN TUGAS UMT PENGENDALI,AN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIT{AN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 25 Ol<ttober 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
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NO
JABATAN DAI,AM

INSTANSI

(l) (2t (3) (4)

1 Agung Sutopo, S.Pi
Ketua KPU

Kabupaten Grobogan
Pengarah

c Suwilmyo, S. Pd.I
Anggota KPU

Kabupatel Grobogan
Pengarah

3 Ngatiman, SE
Anggota KPU

Kabupaten Grobogan
Pengarah

4 Muharnmad Machruz, ST
Anggota KPU

Kabupaten Grobogan
Pengarah

5 Sulistiyorini, SP
Anggota KPU KPU

Kabupaten Grobogan
Pengarah

6 Atnin Nur Hatta, S.Sos
Sekretaris KPU

Kabupaten Grobogan
Ketua

Kasubbag Umum
Sekretariat KPU

Kabupaten Grobogan
Sekretaris

8 Yudhaviska AS, SE, MH
KasubbagHukun
Sekretariat KPU

Kabupaten Grobogan
Anggota

9 Heri Prasetiyo, S.Sos
Kasubbag Teknis
Sekretariat KPU

Kabupaterr Grobogan
Anggota

10. Tri Hadani, SE

Kasubbag Prog'etn
dan Data

Sekretariat KPU
Kabupaten Grobogarr

Anggota

AGUNG SUTOPO

NAMA
JABATAN DALAM

TIM

R. Anung Nugroho, SH
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